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Berdasarkan Pasal 499 jo. Pasal 503 KUH Perdata hak cipta dapat dikuasai sebagaimana hak milik oleh pencipta bahkan dapat
diwariskan dan dijaminkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
(UUHC Tahun 2014) dan Pasal 528 jo. Pasal 584 KUH Perdata. Ketentuan lain ditemukan dalam Pasal 171 huruf d Kompilasi
Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa tirkah berupa harta benda maupun hak-hak. Namun dalam praktiknya, ditemukan ahli
waris pencipta lagu-lagu Aceh belum mendapatkan hak ekonomi dari penggunaan secara komersial sebagaimana diatur oleh Pasal
16 ayat (2) UUHC Tahun 2014.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum kepada ahli waris terhadap pengalihan hak
ekonomi pencipta lagu-lagu Aceh melalui pewarisan menurut UUHC Tahun 2014, KUH Perdata, dan Hukum Islam serta hambatan
pelaksanaan pengalihan hak ekonomi pencipta lagu Aceh melalui pewarisan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analisis dan pendekatan perbandingan.
Data penelitian yuridis normatif berupa data kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, bahan hukum tersier, dan didukung oleh data primer di lapangan. Data primer digunakan sebagai ilmu bantu sehingga
tidak mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif.
Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris oleh UUHC Tahun 2014, KUH Perdata, dan
Hukum Islam sudah sangat baik, bahkan ketiga aturan ini saling menguatkan dalam memberikan perlindungan. UUHC Tahun 2014
mensyaratkan untuk memperoleh perlindungan karya cipta harus dicatatkan, namun pencatatan itu bersifat fakultatif sesuai dengan
Konvensi Bern Tahun 1886 yang memberikan perindungan hak cipta secara automatic protection. Kurangnya sosialisasi dan
edukasi tentang hak cipta yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumhan Aceh. Ketentuan lainnya yaitu pelanggaran hak cipta bersifat
delik aduan. Aturan ini menyebabkan penegakan hukum hak cipta dari ahli waris menjadi tidak optimal karena selayaknya pencipta
selama hidupnya memiliki kesadaran untuk mencatatkan  hak ciptanya dalam hal ini lagu-lagu Aceh di Ditjen HKI. Hambatannya
adalah ahli waris kurang memahami tentang hak cipta dalam hal ini lagu-lagu Aceh yang merupakan benda tidak bertubuh yang
dapat dikuasai, anggapan masyarakat termasuk ahli waris terhadap hak cipta sebagai hak umum, serta lemahnya pengawasan dan
penegakan hukum hak cipta kepada ahli waris.
Disarankan kepada ahli waris untuk lebih proaktif dalam melindungi hak ekonominya. Disarankan kepada pejabat PPNS-HKI dan
penyidik Polri untuk terus memberikan perlindungan hak cipta melalui sosialisasi dan edukasi bagi pencipta, ahli waris, dan
pengguna lagu-lagu Aceh serta mengadakan program dan pelatihan bagi pengembangan kemampuan dan keterampilan pejabat
PPNS-HKI dan penyidik Polri.
